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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa  pengaturan 

mengenai kewajiban advokat menjaga kerahasiaan kliennya yang ditinjau dalam 

perspektif hukum pidana Indonesia, serta (2) mengetahui dan menganalisa 

pertimbangan hukum dalam hakim menjatuhkan putusan bersalah pada advokat 

yang tidak mau membuka kerahasiaan kliennya ditinjau dalam perspektif hukum 

pidana. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan 

pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Kemudian jenis bahan 

hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik 

pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka yang kemudian 

dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa (1) Pengaturan mengenai kewajiban advokat dalam menjaga kerahasiaan 

klien diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. 

Kemudian hak imunitas advokat diatur dalam Pasal 16 UU Advokat, sedangkan 

kewajiban menjaga kerahasiaan klien termasuk dokumen dan berkas rahasianya 

diatur dalam Pasal 19 UU Advokat.  Serta, (2)  Pertimbangan hukum dalam hakim 

menjatuhkan putusan bersalah kepada advokat yang tidak mau membuka dan 

menyerahkan dokumen rahasia yang dimiliki kliennya dalam Putusan Pengadilan 

Tingkat Pertama No. 101/PID.B/2007/PN.PSR yaitu kesalahpahaman kuasa 

hukum terdakwa dalam menafsirkan Pasal 43 KUHAP yang dalam penyitaan 

harus mendapatkan izin dari pemiliknya karena dalam kasus sertifikat tersebut, 

kepemilikan sertifikat tersebut belum sah dinyatakan sebagai milik terdakwa dan 

harus diperiksa lebih lanjut sehingga dengan tidak menyerahkan sertifikat tersebut 

maka advokat yang menjadi kuasa hukum terdakwa telah melanggar ketentuan 

Pasal 216 KUHP. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to (1) find out and analyze the arrangements regarding the 

obligation of advocates to maintain the confidentiality of their clients which are 

reviewed from the perspective of Indonesian criminal law, and (2) find out and 

analyze the legal considerations in judges giving guilty verdicts on advocates who 

do not want to disclose the confidentiality of their clients from the perspective of 

criminal law. The type of research used is normative legal research with a 

statutory approach and a case approach. Then the types of legal materials used 

are primary, secondary and tertiary legal materials. The technique of collecting 

legal materials is done through a literature study which is then analyzed using 

qualitative analysis. The results of the study show that (1) The regulation 

regarding the obligations of advocates in maintaining client confidentiality is 

regulated in Law no. 18 of 2003 concerning Advocates. Then the right of 

immunity for advocates is regulated in Article 16 of the Law on Advocates, while 

the obligation to maintain client confidentiality including documents and 

confidential files is regulated in Article 19 of the Law on Advocates. And, (2) 

Legal considerations in the judge's verdict of guilty to an advocate who does not 

want to open and submit confidential documents owned by his client in the First 

Level Court Decision No. 101/PID.B/2007/PN.PSR, namely the misunderstanding 

of the defendant's attorney in interpreting Article 43 of the Criminal Procedure 

Code which in confiscation must obtain permission from the owner because in the 

case of the certificate, the ownership of the certificate has not been legally 

declared as belonging to the defendant and must be examined further so that By 

not submitting the certificate, the lawyer who is the defendant's attorney has 

violated the provisions of Article 216 of the Criminal Code. 
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